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WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR |5 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KOTA METRO TAHUN 2016 ~ 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA METRO,

a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan
daerah sesuail dengan wvisi, misi Walikota dan Wakil
Walikota, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun

mendatang;

- bahwa untuk melaksanakan sesuai Pasal 264 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Metro Tahun 2016 — 2021;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten
Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati 11 Metro
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3825);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
pPerbenduharaan Ncgara ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenlang Sistem
Perencanaan Pembungunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
733, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomeor 4700);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Numor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ifentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beherapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tumbahan Lembaran
Nepgara Republik Indoncsia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tuhun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Nomaor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pclaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Janga Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pclaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 994);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 {Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2007 Namor 6, Tambahan
Lermbaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314 Seri E
Nomor 2);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Nomor 346);

Peraturan Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nemor 404};

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Dacrah Kola Mctro Nomor 14};

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan Orpanisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota
Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dacrah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010
(Lembaran Daerah Kota Mciro Tahun 2010 Nomeor 12,
Tambalian Lembaran Daerah Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor Ul Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun
2011-2031 (Lembaran Dacrah Kota Metro Tahun 2012
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02};

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan
WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCARNA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016-

2021.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

¥,

2,

10.

L1.

12.

13.

Daerah adalah Kota Metro.

Pemeriniah Dacrah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelcnggaraan
Pemerintahan DNacrah yang memimpin pelaksapnaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Metro.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Dacrah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkal RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untulk
periode S (lima} tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (Renstra-PD}
adalah dokumen perencanasn Perangkat Daerah untuk perivde 5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah yang sclanjutnya disingkat R¥XPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daersh untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sclanjuinya disebut Renja-PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periodc 1 {satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai Upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewunjudkan visi.

Sirategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatil untuk
mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah atau lindakan yung diambil oleh Pemerintah Daerah
untuk mencapai tijuan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau Icbih kegialan
vang dilaksanakan oleh Pemcrintah Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, ataul kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
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BAE I
RENCANA PEMBANGUNAN JANGEA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD memuat Visi, Misi, dan Prioritas Frograum Pembangunan
Walikota dan Wakil Walikota, berkedudukan dan sekaligus berfungsi
sebapai dokumcn perencanaan Daerah untuk jangka wakia 5 (lima)
tahun.

(2) Rincian Visi, Misi, dan Prioritas Program Pembangumnan sebagaimana
dimaksud pada ayart {1} tersebul dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3
(1) Sistematika RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan

BABII - Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB I . Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka
Pendanaan Daerah

BAB IV . Analisis Isu-Isu Sirategis

BAB V - Wisi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI . Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VII . Kebijukan Umum dan Program Pembangunan Daerah

BARVIH : Indikasi rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan
Pendanaan

BAB 1X . Penetapan Indikator Kinerja Daerah

BAB X - Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

{2} RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
£ Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkal Daerah dalam menyusun Rencana
Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam
melaksanakan kegialan pembangunan selama kurun waktu 2016 — 2021,

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

{1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian  dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan cvaluast sebagaimana dimaksud pada avat (1) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAE IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Daerah ini nmulai beriaku pada tanggal divndeaughan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan pﬂueglpgﬁq{}nyﬁ_dg}&m Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 22 Gepimber2016

WALIKOT

AC PATRIN

THOIIOENEKHT UL vy —

Pada tanggal #¢ S&fwnber 2016
SEKRET DAERAH KOTA METRO,

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR...7...
NOMOR REGISTRASI PERATITRAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; {lﬁ‘jM’l"R;’leﬁ]
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NoMOR !5  TAHUN 2016
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA METRO
TAHUN 2016-2021

I. UMUHM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan

dolzumen perencanaan lima tahun yang berisi kondisi existing pembangunan secara
komprehensif, permasalaban dan isu strategis yang ditindaklanjuti dengan strategi
dan arah kebijakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan visi
dan misi kepala daerah terpilih. Dalam penyusunannysa, dokumen RPJMD
berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung, RPJPD Kota Meiro, dan
RTRW Kota Metro. Setelah disusun, dokumen RPJMD menjadi pedoman

pelaksanaan rencana tahunan selama kurun waktu lima tahun.

Berakhirnya peclaksanasn pembangunan Kota Metro periode Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tabuan 2010-2015, mewajibkan
pemerintah duerah untuk menyusun RP.IMD Kota Metro Tahun 2016-2021 yang
merupakan periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025. Visi
schagai Kola Pendidikan yang telah disepakati oleh seluruh masyarakal Kota Metro
dalam dokumen RPJPD tetap menjadi dasar pembangunan sampai tahun 2025

nanti.

Pelaksanaan RPJMD dijabarkan dalam 5 (ima) tahun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan {tahunan daerah yang
memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas



https://jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal &
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR......cconermrae



